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KATA PENGANTAR

Acuan utama dalam kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi ke depan adalah Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (Higher Education Long Term Strategy, HELTS) 2003-2010 yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dilandasi oleh adanya otonomi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan organisasi. Berdasarkan kebijakan tersebut, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya melalui berbagai program pengembangan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi antara lain dalam bentuk Program Hibah Kompetisi (PHK). 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meluncurkan 4 (empat) jenis PHK yang terdiri dari: (1) Program Peningkatan Pengelolaan Program Studi (Program A-1); (2) Program Peningkatan Efisiensi Internal (Program A-2); (3) Program Peningkatan Efisiensi Eksternal (Program A-3); dan (4) Program Pengembangan Unggulan (Program B). Masing-masing jenis program hibah dirancang untuk meningkatkan kinerja Jurusan/Departemen secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Buku Panduan Penyusunan Proposal PHK Perguruan Tinggi ini disusun dan disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama dalam penulisan proposal oleh setiap Jurusan/Departemen yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun anggaran 2007. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa penyempurnaan dalam PHK tahun 2007, yakni: 
1. 
Format panduan PHK 2007 dibuat lebih sederhana untuk memudahkan pengusul dalam menuliskan proposal, namun tidak mengurangi mutu substansi proposal. 

2. 
Komponen penilaian untuk masing-masing jenis PHK disesuaikan agar lebih akurat dalam menilai kualitas dan kelayakan proposal yang diajukan. 
3. 
Beberapa komponen pendanaan (eligible cost component) untuk masing-masing jenis PHK disesuaikan untuk meningkatkan keleluasaan dalam pengembangan kegiatan.
Jumlah maksimum proposal yang bisa diajukan oleh Perguruan Tinggi untuk masing-masing jenis PHK adalah 6 (enam) buah. Kebijakan ini diambil untuk memberi kewenangan kepada pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan sendiri Jurusan/Departemen yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Diharapkan kebijakan ini akan mendorong berkembangnya sistem seleksi internal yang sehat di masing-masing Perguruan Tinggi. 
Perguruan Tinggi diminta untuk membentuk unit koordinasi pelaksanaan semua Program Hibah Kompetisi, termasuk memfungsikan Tim Monitoring dan Evaluasi Internal di tingkat institusi. Diharapkan hal ini akan mendorong terbangunnya sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance) penyelenggaraan pendidikan yang lebih luas. Untuk memfasilitasi kegiatan ini maka Perguruan Tinggi diminta menyediakan tambahan dana pendamping sebesar 2,5 % di luar dana pendamping untuk manajemen penyelenggaraan program di tingkat Jurusan/Departemen. 

Undangan pembuatan proposal dan pengajuan proposal untuk tahun anggaran 2007 dilakukan lebih awal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup bagi Jurusan/Departemen dalam menyusun proposal dan melaksanakan proses seleksi internal. Dengan demikian diharapkan mutu proposal yang diajukan akan semakin meningkat. Disamping itu, jadwal ini juga disesuaikan dengan siklus anggaran tahunan nasional sehingga proses administrasinya dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif. 

Adanya Program Hibah Kompetisi ini diharapkan akan mendorong setiap civitas academica untuk terbiasa dengan budaya meritokrasi yang menjadi ciri perguruan tinggi. Budaya ini diharapkan akan mendorong setiap Jurusan/Departemen untuk merencanakan pengembangan dirinya sesuai dengan karakteristik dan mandat yang dipunyai. Dengan demikian, cita-cita menjadikan Jurusan/Departemen sebagai ujung tombak kemajuan perguruan tinggi yang mampu mengangkat daya saing bangsa dapat menjadi kenyataan. 

Saya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari setiap institusi untuk mengikuti Program Hibah Kompetisi ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih. 
Jakarta, 10 Maret 2006
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A.
LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, sejak tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menawarkan Program Hibah Kompetisi (PHK) yang telah mendapat tanggapan sangat positip oleh kalangan perguruan tinggi. Tabel berikut menggambarkan tingkat antusiasme pihak perguruan tinggi dalam mengikuti program hibah kompetisi ini dalam tiga tahun terakhir.
	Jenis
PHK
	2004
	2005
	2006

	
	Jumlah Proposal Masuk
	Jumlah Pemenang
	Jumlah Proposal Masuk
	Jumlah Pemenang
	Jumlah Proposal Masuk
	Jumlah Pemenang

	A-1
	417
	121
	445
	136
	438
	108

	A-2
	258
	42
	297
	58
	358
	82

	A-3
	belum ditawarkan
	62
	10
	93
	10

	B
	17
	4
	14
	5
	14
	3


Namun demikian, hasil evaluasi atas pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian, baik oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun oleh pihak Perguruan Tinggi. Kelemahan yang dimaksud antara lain adalah:

a. Masih kurangnya pemahaman atas esensi dan tujuan program hibah yang menyebabkan rendahnya mutu sebagian besar proposal yang disampaikan. Akibatnya, jumlah hibah yang dapat direalisasikan tidak dapat memenuhi jumlah yang telah dialokasikan.

b. Pelaksanaan hibah oleh pihak perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan seperti yang tertuang dalam sasaran pengembangan program hibah. Akibatnya, terdapat beberapa hibah yang pelaksanaannya dinilai tidak memadai sehingga harus ditinjau kembali pendanaannya atau bahkan dihentikan

Menyikapi hal di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk melakukan beberapa tindakan, yang salah satunya adalah memperbaiki Panduan Penyusunan Proposal agar dapat dipahami dengan lebih baik oleh pihak penyusun proposal. 

B.
TUJUAN

Program Hibah Kompetisi ini ditujukan untuk:

1. Membangun dan meningkatkan kapasitas institusional di perguruan tinggi sehingga dapat mengelola dan menyelenggarakan program akademik secara efisien dan efektif.

2. Membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu program studi yang diselenggarakan.

3. Membantu mengembangkan program unggulan yang dipunyai oleh program studi untuk berkontribusi kepada daya saing bangsa. 
C.
KARAKTERISTIK PHK 
Mengingat kerumitan dan skala permasalahan yang ada di perguruan tinggi, maka hibah ini diarahkan pada Jurusan/Departemen selaku unit pengelola/penyelenggara Program Studi. Dalam hal tidak terdapat Jurusan/Departemen, maka sasaran di atas ditujukan pada unit yang secara langsung mengelola Program Studi yang dapat berupa Fakultas, Sekolah Tinggi, atau Akademi, atau bentuk lainnya. Untuk selanjutnya unit pengelola program studi disebut Unit Pengusul.
Dalam hal ini, seperti tahun sebelumnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan program pendanaan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Program Studi (Program A-1)

Program ini ditujukan untuk membantu Unit Pengusul untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan program pendidikan melalui penataan perangkat organisasi dan manajemen internal, baik untuk keperluan penyelenggaraan program sehari-hari maupun untuk keperluan perencanaan dan pengembangan. Setelah menjalankan hibah ini Unit Pengusul diharapkan akan memiliki sistem administrasi pengelolaan program studi yang lebih baik yang antara lain ditandai dengan kesiapan untuk melakukan evaluasi diri secara lebih baik, pengelolaan data/informasi secara tertib, dan kesiapan untuk mempersiapkan akreditasi program studi.

2. Program Peningkatan Efisiensi Internal (Program A-2)

Program ini ditujukan untuk membantu Unit Pengusul untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan program pendidikan, paling tidak untuk program studi yang diajukan. Setelah menjalankan hibah ini diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi internal Unit Pengusul yang ditandai antara lain oleh penurunan rata-rata masa studi lulusan, peningkatan jumlah lulusan, pemanfaatan fasilitas secara optimal, dll.

3. Program Peningkatan Efisiensi Eksternal (Program A-3)

Program ini ditujukan untuk membantu Unit Pengusul untuk meningkatkan relevansi dan kualitas program akademik yang diselenggarakan. Program akademik yang dimaksud meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan layanan kepada masyarakat. Sasaran utama program ini adalah membangun kemampuan Unit Pengusul untuk mengembangkan produk penelitian dan layanan masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan nasional, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun regional. Keberhasilan menjalankan hibah ini antara lain ditandai oleh penurunan waktu tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan, peningkatan jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan atau dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

4. Program Pengembangan Unggulan (Program B)

Program ini ditujukan untuk mendorong Unit Pengusul untuk mengembangkan program yang mengarah pada penyelesaian persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia internasional. 
Perlu dicatat bahwa di samping PHK di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga menawarkan beberapa hibah lainnya seperti I-MHERE, SP4, dll. Informasi tentang hibah-hibah dimaksud dituangkan dalam dokumen terpisah dan dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada www.dikti.org
D.
PERSYARATAN UMUM BAGI PENGUSUL
Secara umum PHK yang ditawarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini dapat diikuti oleh semua perguruan tinggi yang telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya pada pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Komitmen dan kepedulian ini antara lain ditandai dengan kepatuhan perguruan tinggi tersebut dalam mengikuti dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional menyangkut perguruan tinggi, antara lain Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 184 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi yang petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 08 Tahun 2002 dan No 34 Tahun 2002.

Secara khsusus, Usulan/Proposal yang akan dievaluasi harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Diajukan oleh Unit Pengusul, sesuai dengan organisasi dan tatalaksana yang ada di perguruan tinggi tersebut. Eksistensi unit tersebut dikuatkan dengan melampirkan Anggaran Rumah Tangga, atau Statuta, atau peraturan sejenis yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

2. Perguruan tinggi dan/atau Unit Pengusul terkait tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi karena melakukan pelanggaran atas aturan atau kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Unit Pengusul yang hibahnya dicabut hanya dapat mengajukan usulan setelah 3 (tiga) tahun setelah saat pencabutan.

3. Unit Pengusul tidak sedang menjalankan program hibah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Program Studi yang diajukan memiliki izin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan telah diselenggarakan minimal 2 (dua) tahun.

5. Program Studi yang diajukan harus memenuhi persyaratan status akreditasi sebagaimana dijelaskan berikut:

	Karakteristik
	Jenis Program Hibah Kompetisi

	
	A-1
	A-2
	A-3
	B

	Persyaratan Akreditasi
	Maksimum C
	B
	A
	A


6. Belum pernah menerima hibah pada skema hibah PHK yang sama atau yang lebih tinggi.

7. Unit Pengusul yang telah selesai menjalankan hibah TPSDP dapat mengajukan usulan untuk PHK A-3 dan PHK B.

8.  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sewaktu-waktu dapat menghentikan atau mencabut hibah yang diterima oleh Unit Pengusul apabila ditemukan penyimpangan, baik penyimpangan yang dilakukan pada saat pengajuan proposal maupun pada saat implementasi.
Informasi lebih lanjut dan rinci mengenai persyaratan dan kriteria seleksi akan dijelaskan pada panduan masing-masing program hibah.

E.
PENGAJUAN USULAN

Secara umum prosedur pengajuan usulan diawali oleh proses internal perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Unit Pengusul pertama-tama harus menetapkan salah satu Program Hibah yang akan diikuti dengan terlebih dahulu memahami tujuan dan sasaran masing-masing program kemudian menentukan program yang akan diikuti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Unit Pengusul.

2. Setiap Unit Pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) usulan. 

3. Usulan memuat program pengembangan Program Studi yang diselenggarakan oleh Unit Pengusul. Program Studi yang dimaksud haruslah merupakan program utama/program reguler (memiliki SK Pendirian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi). Pengembangan program vokasi hanya boleh diajukan oleh Politeknik atau Akademi
. 

4. Jika Unit Pengusul menyelenggarakan lebih dari satu Program Studi, maka Unit Pengusul tersebut dapat mengajukan lebih dari satu Program Studi dalam satu proposal, dengan tidak mengubah batas pagu anggaran, dan dengan mencantumkan secara spesifik sasaran dan aktivitas untuk masing-masing program studi. Program Studi yang dimaksud harus memiliki status akreditasi yang sama/setara. 

Khusus untuk Program A-1, A-2 dan A-3, kompetisi dilakukan secara berlapis pada kelompok bidang yang dipandang memiliki kesamaan. Untuk itu telah didefinisikan 4 kelompok bidang yaitu:

1. Kependidikan: Meliputi Program Sarjana Kependidikan baik yang berada di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun di lingkungan perguruan tinggi lainnya. Termasuk juga dalam kelompok ini adalah Program Diploma 2 dan Program Sarjana Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Uji Coba di 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri.

2. Seni: Meliputi Program Sarjana Seni baik yang berada di Sekolah Tinggi Seni, Institut Seni, maupun di lingkungan perguruan tinggi lainnya.

3. Program Vokasi: Meliputi Program Diploma 3 yang berada di lingkungan Politeknik atau Akademi.

4. Umum: Meliputi Program Sarjana di luar bidang yang disebut di atas.

Dengan pola berlapis di atas diharapkan akan terjadi kompetisi secara lebih adil dan sepadan. 

Khusus untuk perguruan tinggi yang telah mendapatkan perluasan mandat (semula IKIP), bidang kependidikan merupakan program utama yang harus dikembangkan. Program di bidang non-kependidikan bisa diajukan pengembangannya bila institusi yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa program bidang kependidikan sudah diselenggarakan dengan efisien dan berkualitas.

F.
PROSES SELEKSI

Proses seleksi akan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni seleksi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan seleksi terhadap kualitas substansi. Proposal yang telah gugur dalam seleksi administrasi (misalnya nilai akreditasi tidak sesuai dengan jenis PHK yang diusulkan) tidak akan direview untuk menilai kualitas substansinya. 

Proses seleksi substansi akan dilakukan dalam tahapan yang meliputi evaluasi dokumen proposal (desk evaluation) dan kunjungan lapangan (site visit). Proses seleksi secara lebih rinci dijelaskan pada panduan masing-masing program. Seluruh proses evaluasi baik evaluasi proposal maupun kunjungan lapangan dilakukan Tim Reviewer atas penugasan Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tim Reviewer kemudian akan menyampaikan rekomendasi dan usulan pemenang hibah kepada Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) yang selanjutnya meneruskan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi akan menentukan pemenang dan hibah yang akan diterima sesuai dengan dana yang tersedia untuk tiap-tiap jenis hibah pada tahun berjalan. Adapun jadwal proses seleksi untuk batch pertama dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
	Jenis Program
	Kegiatan
	Waktu

	
	Undangan membuat proposal
	11 Maret 2006

	Program A-1
	· Batas akhir pemasukan proposal

· Pengumuman site visit
· Periode site visit
· Pengumuman pemenang:

· Penyelesaian dokumen kontrak :
	19 Juni 2006

7 Agustus 2006

14 Agust - 14 Sept 2006

18 September 2006

Awal tahun 2007

	Program A-2 dan A-3
	· Batas akhir pemasukan proposal:

· Pengumuman site visit:

· Periode site visit:

· Pengumuman pemenang:

· Penyelesaian dokumen kontrak :
	29 Mei 2006

10 Juli 2006

17 Juli –14 Sept 2006

18 September 2006

Awal tahun 2007

	Program B
	· Batas akhir pemasukan initial proposal: 

· Pengumuman hasil initial proposal: 

· Batas akhir pemasukan full proposal:

· Pengumuman site visit: 

· Pelaksanaan site visit: 

· Pengumuman pemenang: 

· Penyelesaian dokumen kontrak:
	8 Mei 2006

29 Mei 2006
17 Juli 2006
7 Agustus 2006
14 Agust – 14 Sept 2006
18 September 2006
Awal tahun 2007


G.
 ADMINISTRASI HIBAH

Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi harus diserahkan sesuai dengan jadwal di atas. Ketentuan format cover, warna cover dan jumlah copy proposal diatur dalam masing-masing panduan program hibah. Proposal yang diserahkan tersebut harus disertai dengan file elektronik dalam Disket (floppy disc) atau Compact Disk (CD) yang bebas virus komputer dan dilengkapi dengan: 

1. Tanda bukti penyampaian laporan pelaksanaan proses pembelajaran oleh perguruan tinggi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk Tahun Akademik 2005 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.34 Tahun 2002.

2. Tanda bukti status akreditasi terakhir Program Studi yang diusulkan oleh Unit Pengusul serta dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan pada masing-masing jenis Program Hibah Kompetisi.

Dokumen usulan/proposal tersebut disampaikan ke :

Kegiatan Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi (KPMPT)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kompleks Depdiknas Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,

JAKARTA 10002

Proposal harus sudah diterima oleh KPMPT pada tanggal yang telah ditetapkan dalam Tabel di atas paling lambat pukul 17.00 WIB. Proposal yang disampaikan di luar batas waktu yang telah ditetapkan, tidak akan diproses lebih lanjut.

Bagi pemenang hibah, disamping organisasi pelaksana di tingkat Unit Pengusul, pada tingkat perguruan tinggi juga harus dibentuk (jika belum ada) unit koordinasi pelaksanaan hibah. Unit koordinasi ini dibentuk oleh pimpinan institusi dan khususnya bertugas (1) memfasilitasi pelaksanaan hibah agar terjadi saling kerjasama dan saling belajar antar unit penerima hibah pada institusi tersebut, serta (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi internal pada aspek akademik. Untuk selanjutnya Unit Koordinasi ini disebut Unit Monitoring dan Evaluasi Internal. Unit Monitoring dan Evaluasi Internal secara penuh dibiayai dari dana pendamping hibah PHK, sebesar 2.5% dari Total Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (lihat Bagian 2 halaman 23). Apabila anggaran tersebut masih belum mencukupi, maka institusi diwajibkan untuk menutupi kekurangannya.

Informasi mengenai Program Hibah Kompetisi yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat dilihat dan diperoleh secara on-line di www.dikti.org.




A.
BACKGROUND

The Directorate General for Higher Education – Ministry of National Education, in its new long term strategy called “Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010”, stipulated three basic policies namely, the Nation’s competitiveness, organizational health, and autonomy and decentralization. It is strongly believed that the higher education sector is capable of and even very potential to contribute significantly to the Nation’s competitiveness.

The Nation’s competitiveness, which is defined as a country's share of world markets for its products, comes less and less from abundant natural resources and cheap labor, and more and more from technical innovations and creative use of knowledge, or a combination of both [Porter, 2002]. The ability to produce, select, adapt, commer​cialize, and use knowledge is critical for sustained economic growth and improved living standards. The study conducted by Solow, illustrates the empirical evidence of striking difference in GDP between countries resulted from investment in knowledge [Solow, 2001].

The Nation’s competitiveness can only be achieved under the framework of strong character of its individual citizens and the civilities of its society. In this respect, the higher education system has the responsibility to provide students with strong knowledge and understanding to be good citizens, and to lead meaningful lives. Therefore, besides honing the technical edges for global competitive life, the higher education system should also contribute to the process of shaping a democratic, civilized, and inclusive society, maintaining national integration through its role as moral force, and act as the bearer of public conscience. Consequently, a proportion of the resources should be spent on these later dimensions of higher education development besides devoting a significant proportion for the development of capabilities in the dimension of technology.

On the other hand, opportunities are also emerging from these challenges. The role of higher education in the construction of knowledge economy and democratic society is stronger than ever. Its contribution to the knowledge driven economic growth and poverty reduction is carried out through the capacity to train qualified and adaptable work force, generate new knowledge to increase the Nation’s competitiveness, access and adapt global knowledge to local use.

The government, represented by the DGHE, has a responsibility to put in place an enabling framework and infrastructure to encourage institutions to be more innovative and responsive to the needs of improving the Nation’s competitiveness. The competitive B program is aimed to support higher education institutions in promoting its capacity/potential to develop a unique excellence program.  The proposed excellence program is not limited to the area of education, it could cover also the area of research and services. Its contribution to the quality improvement of education should however be also demonstrated.. In this regard, the DGHE invites higher education institutions to submit proposals for developing such programs that are contributing to the Nation’s competitiveness. As a quid pro quo for those developing a good initiative, the DGHE is providing a maximum of Rp. 1.5 billion annually that can be proposed for three years at the most.

B.
PROGRAM DESCRIPTION AND OBJECTIVES

This funding is intended to support higher education institutions in endeavoring excellence program for addressing a specific problem of the nation in an attempt to improve the Nation’s competitiveness. For this purpose, three categories of programs are introduced i.e. the first supports the development of globally competitive initiatives, the second supports the development of endeavors with wide-spread local/national application that promise direct benefits for as large as possible segments of the community, and the third supports the enhancement of national integration. 

The program must have an outward-looking characteristic. Systematic steps of activities to be undertaken during the period of the proposed plan should be clearly designed and well formulated. These activities should be coherently and cohesively set up covering the three main functions of universities, viz. teaching, research, and services. From this perspective, the program can take one of the following categories: 

· education focus: the development of innovative endeavors pertaining the quality improvement of education program that can be applied to and will be adopted by other higher education institutions
· research and services focus: the development of solutions to a specific yet substantial problems originating from public or private sectors. The solutions are to be directly applied or adopted by the respective users. In this case, its contribution to the further improvement of quality academic program as its by product should also be clearly demonstrated.
In addition, the development program should represent a specific focus which is logically linked to the main strengths of the proposing unit. In addition, the proposed program should demonstrate the following attributes:

1. It is systematically linked to the enhancement of quality of learning processes that facilitate the development of well rounded graduates which are globally competitive;

2. The involvement of stakeholders and external partners which recognize and highly regard the importance of the endeavor;  

3. A demonstration of multi- and cross-disciplinary approach which bring together various yet well rounded perspectives towards the alleviation of the stated nation’s problems;

4. All in all, it provides a coherent link between the problem statements, the proposed activities, the objectives sought, and the proposed investment. 

The proponent can propose up to the maximum of three years funding, based on an annual contract. The contract can be extended to the following year only if the annual review shows satisfactory results of the implementation. A maximum of Rp.1.5 billion can be proposed annually. It should be noted however, that this funding may not be adequate to support the whole initiative completely. In this case, the proposing institution shall provide additional financial support to ensure the smooth implementation of the proposed program. 

C.
ELIGIBILITY

All public as well as private Indonesian higher education institutions offering study programs in any area of discipline, that already achieve a healthy organization reflected  by high standard of teaching and learning processes and produced quality graduates, are eligible to submit proposals. A higher education institution may submit up to 6 (six) initial proposals to DGHE.  Internal mecha​nism to select the submitted proposals should be explicitly explained in each proposal.

The units that are eligible to write a proposal are Departments offering an undergraduate and/or graduate degree program with an accreditation rank of grade A and has been producing graduates for at least the last 5 (five) years. However,  units that are previously awarded the same grant are not eligible to propose. The proposal can be composed by a Faculty in case of there is no such department within the faculty. In addition, the proposing unit is not currently proposing or receiving funding assistance from any competitive scheme of the DGHE. The proposal can be jointly proposed by more than one unit, wherein one of them should be declared as the lead unit. The lead unit shall meet the aforementioned eligibility criteria.

In addition, recipients of this funding shall set tuition and other fees for its regular undergraduate students not more than Rp. 5 million per semester.

D.
SELECTION CRITERIA AND PROCESS

This is a competitive peer reviewed and free for all (non-tiered) scheme. The peer  review process will involve subject specialist. The awards of block grants will be allocated in competition which involves applicants in a six-step review and proposal development processes.

6-Step Process: 
1) Initial Proposal, 2) Desk Evaluation-I, 3) Comprehensive proposal, 4) Desk Evaluation-II, 5) Site Visit, 6) Decision

The first step will be the Initial Proposal, which will comprise a concise and clear description of problem together with the endeavor for rectifying the stated problems. Those proposing units where evaluation of the Initial Proposal meets a satisfactory set of criteria (see below) will be invited to develop the Initial Proposal into a Comprehensive Proposal. Those proponents with Comprehensive Proposals that meet a desirable rating score will be short-listed for the Site Visit.

The Initial Proposal will be evaluated using the following three criteria:

1.
Institution’s leadership and commitment (20 %)

The strength of the leadership of the proposed institution can be identified from its strong visions, its ability to develop the institutions towards a sustainable quality improvement, as well as its ability to guide and manage the institution effectively to accomplish the institutional objectives. In addition, such strong leadership is also reflected by its ability to identify and formulate cunningly the proposed endeavor.  

2.
Institutional track record and past performance (30%)

The Institution’s track record and past performance in carrying out teaching, research and community services will be one of the most critical aspects to be evaluated under this criterion. This is particularly true for the past achievements that are relevant to support the successful implementation of the proposed initiative. The unit’s ability to compete and cooperate with other institution, which reflect the unit’s academic standing in the national or global arena will also be considered under this criterion.

3.
Relevance and Quality of the proposed program (50%) 

Relevance of the proposed program can firstly be seen through the clarity of the problem formulation and articulation, and then from the degree of the significance of the chosen problem as to whether it will bring about substantial impact to the nation when it is solved.

While quality of the proposal can be identified through the level of innovativeness and creativity of the proponent in developing solutions to the problem under consideration. In other words, there is sufficient indication that the Relevance being promised shall be delivered through various programs of actions if the proposing department were awarded the grant.

The Comprehensive Proposal will be evaluated using the following criteria:

1.
Organizational Health (25%)

Organizational health refers to the general state of being sound enabling an organization to function fully as per its vision and mission. In an academic context, such a healthy organization is characterized by its ability to flourish academic freedom, highly valuing innovation and creativity, to empower individuals to share knowledge, and to work for organization success. A healthy organization should also function and operate efficiently and effectively. In addition, organizational health is also measured by the ability of the organization to manage and provide resources (including financial) to support its undertaking adequately. Finally, imbedded in a healthy organization is an internally driven quality assurance mechanism that rests on self-assessment and external validation. 

2.
Relevance and Quality (40%) 

The proposed program shall possess a sound and clear description addressing systematically and articulately a specific Nation’s problem which is of significant importance to the nation, be it in the areas of technology or social-cultural that constitute the appropriate prerequisites for a nation to develop its technological capabilities.   

The endeavor shall comprise a set of coherent activities which cohesively geared towards the alleviation of the Nation’s problem under consideration, equipped with rigorous implementation mechanism and accurate performance indicators.

3.  Plan of budget utilization (15%)

Activities that are planned to address the problems and achieve the objectives will require resources for the implementation.  The resources needed to carry out these activities are then used as the basis for proposing the budget.  Budget should be developed based on solid rationale reflecting an efficient and effective use of existing resources and proposed investment to achieve objectives, and also the capacity of the study program to implement the plan. Only activities coherent to project development objectives can be funded. Using the aforementioned logical flow, proposing a budget merely based on the allowable ceiling is unacceptable. 

It should be noted, that the full amount of grant will be awarded only to proposals that are considered to be in the position to expend the funds most productively. For proposals that do not quite achieve that level of quality, the amount of grant awarded could be reduced accordingly.

4.
Sustainability (20%)

Sustainability is one of the major concerns in any development program, it provides assurance for the continuation of operation and services for any invested resources, as well as the institutionalization of good practices.  Sustainability should also reflect continues advancement of the institution profile.  There are two critical elements in assuring such sustainability, viz. commitment and financial support although at least part of that financial support should reflect consumer demand for the graduates and services put out by the newly developed programs of the proposing unit.  

E.
ELIGIBLE COST COMPONENTS

The following cost component may be proposed to support the implementation of activities coherent to project development objectives.

1.
Upgrading/enhancing of existing equipment

This component is not meant for a major investment, rather it can be used for upgrading or enhancing the performance of the existing equipment. Procurement of new equipment should be accompanied by strong justifications on its appropriateness in supporting the implementation of the proposed program.  Proponent may propose up to a maximum of 40% of the total proposed budget for this component.  

2.
Textbooks and journals

This component can be used for procuring textbooks, software packages, or back issues journal.  Only very selected scientific journals can be considered, which is accompanied by strong argument of their benefits to the respective excellence education and its appropriateness in supporting the proposed program. This budget cannot be used for journal subscription.

3.
Paper presentation at international conferences

This component can be used to support faculty members who have been selected as oral presenters at refereed and reputable international scientific seminar/conference. At most two presentations presented by two presenters are allowed for one international seminar/conference.  In the case of joint authorship, only one presenter is eligible to be supported using this component.  A maximum budget for one presenter is Rp.30 million, covering the required travel cost, per diem, as well as accommodation.  If proposed, this component should be accompanied by Term of Reference (TOR).  National conferences are not covered by this project component. This component is not eligible for research grant winners.

4.
Publication at international journals, patent registration

This component can be used for publication fee at international journal or administration fee for patent registration. A maximum of Rp.10 million can be proposed for each publication or patent registration.  This component is not eligible for research grant winners, since cost of international publication has already been included in the grant.

5.
Internal grants

There are three types of internal grants, namely research grant, joint product/services development grant, and innovative teaching grant. This component can be proposed either through assignment from the department or by internal competition.  In any case, this component should be accompanied by a clear Terms of Reference (TOR), where a prior review by the Board of Higher Education is needed for awarding this grant window.  In case of assignment, the TOR should clearly depict that the work is assigned to the most capable team, whereas in case of competition the TOR should explain about the mechanism in selecting the best proposal.  Each grant windows is specifically described as follows:
a.  Research grants

This grant window is aiming to support the development of research activities that are essential in achieving the program objectives. Therefore, the research topic must be an integral part of the proposed endeavor. A maximum of Rp.75 million can be proposed for one grant and a maximum of 2 (two) grants can be proposed annually. Each grant must produce at least one paper which meets the quality of publishable at a refereed and reputable international journal. In addition to abovementioned implementation procedure, coordination with the research institutes (or other forms of internal structure that manage and coordinate research activities such as LP3M or LP) is mandatory for implementing this grant

b.  Joint products/services development grants

This component is aimed to finance the development of a product, design,  system, or policy as an integral part of the proposed program that are directly needed by the users/community. A maximum of Rp.75 million can be proposed for one grant and a maximum of 2 (two) grants can be proposed annually.  The users or the productive sectors must jointly finance this program, by supporting at least 50% of the total budget.  A letter of intent from the external parties should be attached to the proposal. 

c.  Innovative teaching grants

This budget can be proposed for the development of innovative methods in teaching and learning as part of the abovementioned program, substantially addressing the effectiveness of learning process. This grant is applicable if the chosen program belongs to the “Education Focus” area. A maximum of Rp.50 million can be allocated for one grant and only one grant is eligible annually.  

6.
Consumables (including chemicals, laboratory materials, etc)

Eligible consumables to be proposed are limited to those items required for carrying out teaching activities and laboratory works directly benefit to students, appropriately related to proposed program implementation, and directly support the achievement of program objectives. This component is not intended to support the routine laboratory running cost.
  7.   International research linkages
This component can be used to institutionalize international collaborative/joint research specifically addressing topics under the theme of proposed endeavor.  This is applicable if the proposed endeavor involves overseas researchers. This component can be utilized either for inviting foreign researchers to undertake part of the research work in the proponent institution or for supporting domestic researchers who need to access state of the arts equipment owned by the foreign partner. The later will only be justified if such equipment is not available in country. The budget covers only one return air ticket (economy class, at cost) and living cost allowance.  A maximum of Rp.20 million can be proposed for living allowance per one fellow per month, for a period of one to three month stay.  A maximum of two fellows can be proposed annually.  If proposed, this component should be accompanied by a Terms of Reference (TOR) as well as evidence of the on going research collaboration endorsed by the partner institutions.
8.
Project management (taken from the counterpart budget)

A maximum of 5% from the counterpart budget can be used for financing project implementation, including communication, internet connection, travel, meeting, as well as limited program officers’ remuneration.

9.  Miscellaneous
The proponent may proposed a maximum of 5% of the total proposed budget to be utilized for certain purposes other than those stated project components.  In this case, a very strong justification must be clearly elaborated, especially to demonstrate its real importance in supporting proposed program implementation.  If proposed, this component should be accompanied by a Terms of Reference (TOR). For any reason, recurrent expenditures, management cost, and remuneration, cannot be included in this component. 
The proponent shall select components from the above list that are directly linked to the proposed program.  Grantees must provide a matching fund of at least 7.5% of the proposed budget, which at the very least covers the cost for managing the project as well as internal monitoring and evaluation.

F.
STRUCTURE OF THE PROPOSAL

1.
Initial Proposal

The Initial Proposal shall be succinctly described to be presented in at most 10 pages (excluding cover, table of contents, endorsement letter, and counterpart budget  commitment). It should focus on two main substances: 

a. Institutional past achievements in undertaking teaching, research, community services, linkages, etc. that are relevant to the proposed initiative

b. Nation’s problem statement that is related to any of the categories stated in the section on Program Description and Objectives and the proposed solutions.

Some evidence of relevant resources available at the proposing unit can also be attached to the proposal. Attachment is considered to be part of the proposal and is therefore counted in the number of pages.

In case of a joint proposal, the role and responsibility of each member unit should be clearly explicated in the proposal.

2.
Comprehensive Proposal

The Comprehensive Proposal comprises three major elements:

a. Institutional development plan (maximum of 5 pages)

This describes concisely the overall development plan of the Institution and the Department, as well as its coherency in term of strategies.

b. Proposed development program and summary of the proposed budget (maximum of 25 pages).

This describes in detail the following 

· What are the Nation’s problems to be resolved and why are they of significance to the nation? 

· How the problems are to be solved and how to measure the effectiveness of the methods being proposed?

· What are the needed resources to implement the proposed solutions?  

A summary of the annual Proposed Budget for 3 (three) consecutive years has to be presented using the standardized formats depicted in Appendix-1. The detailed description, including all detailed specifications, should be presented in the appendices.
c. Self-Evaluation report 

This should present the results of a rigorous and comprehensive self-evaluation processes specially undertaken in conjunction with the proposed development program described in (b).  A clear and concise description of high achievement on internal management and organization, as well as internal and external efficiency, should also be presented in this section. There is no specific format for presenting this report, though a reference may be found in a separate document entitled “Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri”.

The proposal should be endorsed by the Rector/Director (or Vice-Rector/Vice-Director on the Rector/Director’s behalf). In case of a joint proposal, each proposing unit should provide a statement of commitment support. A Statement of Commitment to provide the counterpart budget should also be attached to the proposal.

G.
PROPOSAL SUBMISSION AND GRANT ADMINISTRATION

The initial as well as the comprehensive proposal should be bound with green cover and should be submitted five copies of the proposal and the electronic files containing the proposal, in PDF format, stored in diskette/CD-ROM (initial proposal stored in diskette and comprehen​sive proposal stored in CD-ROM).
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� Program D2-PGSD merupakan associate academic program, jadi dikelompokkan pada program akademik.


� PHK = Program Hibah Kompetisi.


� DRK = Matching fund (DRK),  commited DRK & non commited DRK.


� Total DRK, excluding fund which allocation for the Unit Coordination/MONEV Internal.


� Percentage DRK, minimum 7.5 %.
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